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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja pariwisata yang di PHK di PT. 

Briix Financial Technology di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah, telah diterapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 

Tentang Ketenagakerjan. Pekerja telah mendapat hak hak nya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan pengusaha juga telah melaksanakan 

proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan langkah langkah yang 

diatur oleh undang-undang yaitu mengedepankan tahapan musyawarah untuk 

mufakat atau kekeluargaan. 

2. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah dilakukan sesuai 

dengan amanat undang-undang, hal pertama yang dilakukan adalah dengan 

mengedapankan musyawarah untuk mufakat dengan cara bipartit antara 

pengusaha dan pekerja/buruh, perusahaan tetap memberikan ruang untuk 

negosiasi dan kemudian mampu menghasilkan keputusan yang bisa diterima 

oleh kedua belah pihak, sehingga pemutusan hubungan kerja ini, walaupun 

sangat disayangkan namun tidak ada keberatan baik dari pihak pekerja/buruh 

dan juga dari pihak perusahaan yaitu PT. Briix Financial Technology. 

B. Saran 

1. Diharapkan PT. Briix Financial Technology dan juga pekerja untuk dapat 

meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan terhadap perlindungan 

hukum bagi masing-masing pihak dan mampu menjalankan tugas dan 
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tanggung jawab nya masing masing sesuai dengan perjanjian kerja yang 

disetujui bersama agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan mampu 

memberikan keamanan, kenyamanan dan juga perlindungan hukum bagi para 

pihak. 

2. Peneliti menyarankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 

untuk meningkatkan penyuluhan dan pengawasan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas dan juga meningkatkan frekuensi pengarahan kepada 

pekerja tentang hak-hak dan kewajiban pekerja dan juga menyelenggarakan 

pelatihan-pelatihan berbasis Hard Skill maupun Soft Skill sehingga pekerja 

memiliki daya tawar yang lebih di mata perusahaan, hal ini mampu 

memperbesar kesempatan untuk diterima di perusahaan terbaik dan juga bisa 

membuka lapangan kerja sehiingga bisa menciptakan lapangan kerja untuk 

orang lain. 
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